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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. (6 /I/SLB-BPMPT/V1/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PELITA ADINDA BIRAHMATIK A
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA PELITA ADINDA BIRAHMATIKA

KEPAIL A BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang . a  bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya parfisipast
masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. :
b, bahwa Yayasan Pelita Adinda Birahmatika dianggap memenuhi syarat dan
mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
¢,  bahwa berdasarkan pertimbangan hurufa dan b tersebut diatas perlu matetap!(ar.l
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan T_‘erpadg Provinsi
Jawa Baral tentang ljin Operasional Kepada Yayasan Pelita Admda Birahmatika
untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Pelits Adinda Birahmatika.

Mengingat . |, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita
Negara Tanggal 4 Juli 1950); 1
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
3, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 7014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

" Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221); x R
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.33 Tahun 2008 tentang Standar

Sarana dan:Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekola1
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB); g

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3¢
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Pemtupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; :

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang

; Pendidikan Luar Biasa;

9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/l/83 tentang syarat-syart
dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

10, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas

: Daerah Provinsi Jawa Barat (L.embaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daeran
Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daeralt Tahun
2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21
Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 55); :

11, Keputusan Gubermir Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

12.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 ten‘ang

" Organisasi Tata Kerja Lembaga Lam Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D); x

AR

131 Peraturan! Gubepnur Provinsi Jawa Barat Nomor 10\Tahun 2016 tentung
" Perubahan Atas Paraturan Gul Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E). : :
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Surat Permohonan dari Yayasan Pelita /X_:L'f“ a Birahma
19/YPPAB/IV/2016, tanggal 8 April 2016, Perihal JL@wﬁJwﬁ‘ﬁQmﬁm“
SLB Pelita 3/\(‘%“(‘*’\3?5;"?4 hmatika.

Surat L?gﬂxf‘“mlm‘mﬁm Kota Bandung Nomor /f‘ﬁ/ﬂ/o@{‘ isdik/2016

lmmzz@ﬂ@m“amgm : iy
Notaris : Tini Sulastriningsih, S.H,M.Kn t\CuZO? 04 Tan al 18 Januan
xmh.lngrpAWMJ(/g/LJU‘ K
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat i\’l@)ji)@?
PLK, tangga 28 Juni 2016 perihl San dan Pertimbengan Tel
Peninjauan Lokasi Sekolat UMWWMWTMMJW‘
asa Dinas Pendidikan T\'@x'ﬂ_r,‘gi Jawa Barat Nomor : /EI‘Q/JI(Q'WZ" &
tanggal 3 Juni 2016.
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lygii*ﬁm Tjin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan
rlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku; :
ang ijin operasional wajib melaporkan &mw« belajar mengajar setiap
Triwulan, @grfciq(m Tahunan "'gjw‘hl??m Pendidikan Provinsi Jawa 3
Aﬁﬁv pemegang ijin_operasional tidak melaksanakan kewajiban . sebagaimana
dimaksud pada @)ﬂﬁ.md“‘on\ Lgm ini dan Peraturan tur@frrmm@mmw
mhﬁah@ YPE @'mlL Jl(u}‘ﬁ nng)
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Pada Tanggal




